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Makalah dengan judul di atas yang disusun oleh Dr. Erwidodo dan Dr. Dddy 
S. Sukadri sangat baik dan pentiag untuk menjadi acuan kemana kehutanan akan 
bqalan di Abad 21, agar tidak d a b  arab. Demgan maksud mmperkuat dan 
menyempumakan makalah tersebut, berikut hi disamparkan bebwapa butir bahasm, 
yaog didahului butir bahasan yang bersifat umum dan mendasar, kemudiau &ti 
bahrtsan yang spesifk pada substansi makalah. 

1 .  Gambaran pembangunan kehutanan di Abad 21 pada makalah tersebut di atas 
tampaknya disusun atas dasar perkmbangan clan akumulasi permasalahan dan , 

tantangan yang berkembang selama ini, baik internal maupun ekstmd, namun 
Mum diturunkan melalui pdeRatm komqtud.  Pendekatan konseptual yaog 
dirnaksud, misalnya peadekatan yang dimulai dengau pen@ seluruh potensi 
nilai kesejahteraan yang dikandung sumberdaya hutan di satu sisi, dan target 
kesejahteraan yang diinginkan oleh Bangsa Indooesia pada sisi yang lain, serta 
kemudian bagaimana menyarnbungkannya. Sebaiknya Abad 2 1, dengan rentang 
100 tahun, dmggap sebagai buku b m ,  dengan saldo yang tersisa dan Abad 20. 

2. Bila ada uogkapan '* dari sini kc -", maka uagkapan itu rnengandvng arti 
pindah ke sana dengan meninggalkaa sini. Ungkapan seped itu sqxmuhuya 
m g i s i  Bab 111, yang merupakan inti makalah tersebut di atas. D a b  
kenyahamya, keragaman adalah ciri universal, baik kondisi SDA, SDM, dan 
sumberdaya-sumberdaya lainnya. Oleh karena itu bidang gampm, target sasaran, 
keberpihakan, dan k e b i j h k e b i j a k s a n a a n  lainnya seharusnya seqiap 
saatJperiode tidak berat ke satu I d  saja, tetapi hanrs ke banyak ha1 agar dapat 
menampung dan mernberi kesempatan kepada keragaman yang selalu ada 
tersebut di atas. Alasan perlunya fokus dan prioritas, hanya berlaku bagi mereka 
yang menganggap bahwa pernbangunan itu hams selalu ddorong, bahkan 
dilaksanakan oleh Pemerintah. Pola Berpikir ayrrnan pendulum, yang senngkdi 
menciptakan pertentangan dan dualisme, sebalknya dikernbangkan menjadi pola 
berpikir majemuk, yang mernperkaya (enrich) yang telah ada. Apa yang telah 



ada semgkali bukan sdah tapi beldidak cukup, buktinya di setiap 
kebijaksmaan selalu ad.  warga bangsa ini yang huntungkan tap1 belum 
mm;beri keuntungan kepada rnereka yang diruglkan. - 

Selanjutnya disampaikan butir bahasan yang bersifat spesifrk pada su bstansi 
makalah, scbagai berikut : 

1. Butir 4. pada d a h  menekankan perlunya kadar iptek yang tinggi dalam 
pengelolaan hutan. Hal ini perlu d i p e m  bahwa kadar iptek yang tinggi di 
kchutanan tidak cenderung magandung arti d i n  " m d p u l a s i " ,  tapi 
semakin menangguk manfaat dari @uku alam. Apabila demikian, adalah 
rnungkm kadar iptek yang tmggi justm tclah ditenpkan oleh Suku Dayak dan 
suku-suku Iainnya dr pedalaman. 

2. Butir 10. dengau jelas rnenyatakan bahwa inefisiensi dr kehutanan leblh 
dr sebabkan oleh kesalahan kebijaksanaan dari pada "market failures " . Perlu 
dikgmkan bahwa yang terjadt di liehutanan adalah markel yang dincak-ucok 
oleh kebijoksanaan, j d  berfungsipun ti* bahkan pada masa jayanya 
Longlomemi, pasar kayu bulat dapat dianggap ti& ada. 

3. Butir 55 .  juga cdwp jelas mcngemukakan pcnn IPTEK dr kehutanan. Perlu 
dtegaskan lagi bahwa nasib IPTEK di kehu- sesungguhnya sama seperti 
nasib marker di atas, ada dan memadzu tapi tidak diterapkan karena 
kcbijaksanaan (kelernbagaan) yang ada tidak niembcri insentif untuk 
penerapannya. Misahya, buat apa rnenerapkan "low impact logging " kalau tidak 
ada kepastim Id hakchalap tegakan sisa, dan kalau masih menghhmg IHH dan 
DR bedasadan kayu bulak di pintu pab* bukan d~ hutan. Selanjutnya buat apa 
rnengefisienkan pabrik kalau kayu bulat di pintu pabrik drhrtung berdasarkan 
prduksi kayu olahan dikatikan rendemen tertentu yang mash te~ap rendah. J a c l ~  
kaiau IPTEK urgin drterapkan dan ditingkatkan di kebutanan, langkah pertama 
adalah mem- kebij&maadkelernbagaannya. 

4. Kehutanan Abad 21 ddmapkan bercirtkan paran sertu berbagai lapisan 
rrmsyarakat dalam pengciolaurr/~lll~f~latan hutan, baik sebagai pengusaha, 
pemegang saham, pimp inadpengurus perusahaau, pembo rong peke jaan, 
maupun sebaga~ tenaga kerjalburuh, baik pada usaha pokok kehutanan, usaha 
penyda input, maupun usaha penggwdpengolah output, baik pada hutan 
prodhi ,  hutan lindung, hutan wisata, rnaupun hutan suaka dam, dst-dst. 

Dermlclanlah butir-butir b h a s n  yang dapat disusun dalam walrtu yang sangat 
smgltat. Tampaknya baoyak sekah substansi yang d~cakup dan masmg-mastng 
dikanukakan dengan baik pada makalah tersebut. Namun rnasih belum clikrnw 
dalam struktur "nunah kehutanan", dingga belurn kelhtan keindahan dan 
kaeasiannya satu sama lain. 


